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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis
hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Nik, Tempat dan tanggal lahir Delung Tue, 12 September
1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Bener Meriah,
Nomor Handphone 085262955171, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email yadil5445@gmail .com. Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Tempat dan tanggal lahir Pantan Nangka, 15 Agustus 2000,
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten
Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong
dengan Nomor 85/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 23 Februari 2021, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata
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Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
70/13/V1/2020 tanggal 23 Juni 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon
berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
Kampung Wih Tenang Uken, kecamatan Permata, Kabupaten Bener
Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniyai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun,
damai dan bahagia hanya 1 (satu) Minggu saja sempat Pemohon
rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihnan dan pertengkaran
yang disebabkan termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk
pemohon karena selama pernikahan pemohon belum pernah
merasakan masakan dari termohon dan termohon tidak bisa
memberikan kepuasan terhadap pemohon;

6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada bulan Oktober 2020 pada saat itu Pemohon dan Termohon telah
hidup sebagaimana layaknya suami istri kemudian setelah satu
minggu menjalankan rumah tangga bersama Pemohon baru
mengetahui bahwa Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik karena
termohon tidak bisa memasak dan tidak bisa memberikan kepuasan
terhadap pemohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon tinggal bersama dengan
orangtua Termohon di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan
Permata, Kabupaten Bener Meriah dan Pemohon tinggal di Kampung
Pilar Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak
saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat
lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan
dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi Dberisterikan
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Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon

dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar’iyah
Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah
Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat
menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan
Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya
menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Mulyadi bin Ibrahim) untuk
menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rahmina Wati
binti Nyamat) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga
Redelong;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pada
tanggal 17 Maret 2021 dan 24 Maret 2021, Pemohon tidak datang ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya padahal kuasa hukum Pemohon telah
diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya, dan telah di panggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang
menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas.
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan
telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah yang
berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah
Syarliyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 17 Maret 2021
Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain
untuk menghadap sebagai kuasanya, maka terhadap Pemohon dilakukan
pemanggilan kembali secara elektronik, dan selanjutnya pada sidang
sebagaimana berita acara sidang dalam perkara ini, Pemohon tidak hadir
ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakilnya meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan
patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan
suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim perlu pula meneliti surat panggilan
Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara
resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9
Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA)
nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di
Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di
atas, Pemohon dan Termohon tidak hadir kembali di persidangan, oleh
karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka majelis
Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk
berperkara di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah dipanggil, ternyata
panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka
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berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim
secara ex-Officio menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, namun demikian Pemohon masih berkesempatan
untuk mengajukan permohonannya kembali ke Mahkamah Syar’iyah
Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya,
pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Pemohon membayar
panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.BQ);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur,
sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal
89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim
Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu tanggal 24 Maret
2021 bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1442 Hijriyah, Oleh kami
YUNANTO S.H.l, M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.l dan
ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi
oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I
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sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Ketua Majelis
dto,
YUNANTO S.H.I, M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota
dto, dto,
NOR SOLICHIN S.H.I ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Panitera Pengganti

dto,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran :Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan :Rp.  35.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon :Rp. 400.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan :Rp.  20.000,-
6. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai :Rp.  10.000,-
Jumlah :Rp. 555.000,-

(Lima ratus lima puluh lima rib.u rupiah);
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